BUPATI KAPUAS HULU
PR@VINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPA’I‘I KAPUAS HULU | ;
 NOMOR 34 TAHUN2014

TENTANG

TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 20 14

BUPATI KAPUAS HULU

- ,.:_':Merl’limbé‘hg "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat' a

| STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN DAN NONPERIZINAN. .
< PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN DELAYANAN PERIZINAN - '

e EY I Peraturan ‘Pemerintah 'Nomor 65 Tahun_ZOOS
- tentang Pedoman Penyusunan  Standar Pelayanan

) Minimal,  perlu  dilakuken penyusunan Standar

' Pelayanan Minimal Perizinan dan Nonperizinan pada
- Kantor Penanaman -Modal. dan Pelayanan Perizinan _
- Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu, periu menetapkan

“Peraturan. Bupati Kapuas Hulu tentang Standar
. Pelayanan Minimal Perizinan dan Nonperizinan pada

I  Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014;

:':.‘f._Mén giﬁgati 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

" Kantor Penanaman Modal dan ‘Pelayanan Permnan- o

" Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 -

- Tahun 1953 tentang ,Pembe_ntukan" Daerah

@ = Tingkat I Di Kalimantan (Lembaran Negara

- ‘Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai -

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 - Nomor 72, Tambahan
'Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor L

1820],

L 2 Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
0" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik = -

-Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
S 'Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor
‘.4437) ‘sebagaimana telah -diubah beberapa kali

indonesia - Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
. =.Lembaran Negara Republlk Indonesaa Nomor
i 4844) : = . : :

yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
“Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua  Atas -~
' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -



_Undang—Undang Nomor 25 'I‘ahun 2007 tentang Penanaman".- o
.~Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: -~ '
67, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor- R

o ..Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaman
~ " Publik (Lembaran Negara Repubtik’ Indone31a ‘Tahun 2009 Nomor -~
S 112, Tambahan Lembaran Negaxa Republlk Indonema Nomor'_ D L

o s03g T e PR

S "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah-"__' .

dan Retnbu31 Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm:-

- Tahun. 2{}09 Nomor 130, ’I‘ambahan Lembarah Negara Repubhk = 3':
- ':-Indonema Nomor 5049 ), ST b D

; 'Peraturan Pemcnntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang e
T '_Pengelolaan ‘Keuangan'. Daerah’ (Lembaran Negara Repubhk__
~" Indonesia Tahun 2005 -Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara;- RS
,l___.:_.-Repubhk Indone31a Nomor4578), T ARt R

. '.Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman R
 Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan . Minimal =
" {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 150, - = . .
R Tambahan Lembaran Negara Repuhhk Indonesxa Nomor 4585] e

""Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan TaTe
~: Urusan Pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerahi® .
' Provinsi’ dan Pemerintahan' Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran - -~
: Negara: Repubhk Indonesia: Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
e Lembaran Negara Republlk Indonesw. Nomor 4737) L

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang}-"_f T
* Pélaksanaan Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang . -
']Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun =
. 2012 ‘Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'}

=_Indone51a Nomor 5357), L

... Nomor ;63  KEP/M.PAN/07/2003; tentang Pedoman Umum- SRS
S Penyelcnggaraan Pelayanan Pubhk o o

Keputusan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara .

'Peratura.n Menten Dalam Negcn Nomor 13. Tahun 2006 tentang SR

' Pedoman Pengclolaan Keuangan ‘Daerah;’ sebagazmana telah -l
" diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mentferi Dalam. =

"' Negeri Nemor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan-Kedua Atas . o

" Peraturan’ Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang (R A

-;'jfj.lPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : S el T

g '.:'5._'_Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2006 tcntang : e
{..;Pcdoman Penyelenggaraan 'Pelayanan Terpadu Satu P1ntu I

1 Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 6 Ta_hun 2007 tentangiff'f;
k Petunjuk Tekms Penyusunandan Penetapan Standar Pelayanan T



' “‘."lz-_f'Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2008 tcntang?"
. "Texpadu d1 Daerah
.Q:'_'Peraturan I&epala Baaan Koordmas1 Penanaman Moaal ‘\Iomor 5 .

Nonpenzrlnan Penanaman Moda]

- Pedoman. Orga.measz dan "‘am K“‘Ua Umt Pplayanan Pe"lzmar- SR

" Tahun 2013 tentang ' Pedoman: Dan Tata Cara Penzman dan_,: -

5. __:"-"Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 o

Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu, e : R

! tentang . Urusan ' Pemerintahan - yang: menjadl Kewenangan

"."Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 S

R " tentang. Pembentukan' Organisasi Perangkat ‘Daerah’ Kabupaten" o S

. Kapuas Hulu- sebagalmana telah ' diubah ' dengan ‘Peraturan . ...

" Daerah Kabupaten Kapuas Huhi Nomor. 17: Tahun 2011 tentang - ° o _
' Perubahan Atas. Peraturan Daerah Kanupaten Kapuas Hulu: = .

.'Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

 Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembenmkan Orgamsasx'-.'_‘

" '.'5--_'Peratura:1 Bupatl Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang__': SRR,

. '-ﬂ_; : dan Pelayanan Penzman Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;

=Pehmpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kerja

- “Struktur: ‘Organisasi dan Tata" Kerga Kantor Penanaman Modal " |

"'--Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 24 ’Fahun 2012 tentang'f :

Kantor Penanaman Modal dan - Pelayanan Peruman Terpadu o -

: Kabupaten Kapuas Hulu, o

20. Peraturan Bupat:. Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2012 tentang L

< Standar. Operasxonal Prosedur Pelayanan Perlzman dan .
o -:Nonperlzman di Kabupaten Kapuas Hulu o o -

o MEMUTUSKAN

@ . Meretapkan i 'PERATURAN - BUPATI TENTANG - STANDAR LT

-~ PELAYANAN 'MINIMAL PERIZINAN = DAN -

" NONPERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN

7+ MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
e KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 20 14 |

BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

] Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan SR
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu :

. Rakyat Daerah:menurut asas ‘otonomi- dan tugas pembanman-
i ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia ‘sebagaimana - dimaskud

A Pemerintahan = Daerah’ - adalah - penyélenggaraan Curusan L
. pemerintahan oleh- Pemenntah Daerah dan. Dewan Perwakilan - .

.. .dengan prinsip otonomi- seluas—luasnya dalam sistem dan prinsip ¢ -

- dalam’ Undang—Undang Dasa: Negara Repubhk Indonesm Tahun R



g Pemermtah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebaga1_ ‘ o

i unsur penyelenggara Demenntahan Daerah

-é_'-Bupatl adalah Bupatl Kapuas Hulu

L :':_‘-:Sekretans Daerah adalah Selﬂ'etans Daerah Kabupaten Kapuas :

. --5'::Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala"' S
- Daerah dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdiri =
' dari-Sekretariat Daerah, Sekretariat' Dewan Perwakilan Rakyat = -
Daerah Dmas Daerah Lembaga 'I‘ekms Daerah Kecamatan dan'_ R
'-_'_..Kelurahan L S EEE T R AR

S --Satuan Kerga Perangkat Daerah selanjutnya dlsmgkat SKPD'
A ad&ah Satt..an Ker1a Peranc'kat Daerah Kabupaten Kapuas Hu.u B

S Satuan Kexja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Huluf' R
selanjutnya dlsebut SKPD- Kabupaten Kapuas Hulu adalah . -
. -Sekretariat ‘Daerah, Sekretariat DPRD, Dmas Daerah Lembaga':'i o
e Teknls Daerah Kecamatan da.n Keluraha.n 5 -~

.;Kepala SKPD adalah Kepala SKPD d1 lmgkungan Pemenntah PR
= -Kabupaten Kapuas Hulu SRR __

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Penzman ’I‘erpadu yang T

_selanjutnya dlsmgkat KPMPPT adalah KPMPPT Kabupaten“' P
.;__KapuasHulu B DO | SN SRHEEIEN e

--Kepala KPMPPT adalah Kepala KPMPPI‘ Kabupaten Kapuas Hulu o

Peraturan Bupatl adalah Pératuran Bupatl Kapuas Hulu

:_=Pendclega31an wewenang adalah Penyerahan tugas, hak o .
- kewajiban’ sesta penandatanganannya atas nama pemben'-‘
" wewenang oleh Bupatl Kapuas Hulu kepada Kepala KPMPPT yang . ..

| dltetapkan dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku '

SRRSO pcnzman yang’ pengelolaannya mulai  dari- tahap permohonan -
- ...sampai- ketahap" tcrblmya dokumen dﬂakukan oleh KPMPPT e

Pelayanan Penzman Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan _' o

fS o Kabupaten Kapuas Hulu

Penzman adalah segala bentuk persemjuan untuk melakukanji e

o - keglatan _penanaman modal. yang dikeluarkan oleh. pemenntah ;

“dan pemerintah  daerah yang~ “memiliki - kewenangan ~ sesuai :
. Z__;dengan ketentuan peraturan perundang~undangan E

Nonpenmnan adalah segala bentuk kemuda.han pelayanan,';::-
.+ fasilitas fiscal dan informasi' mengenai pcna.naman moda.l sesueu S
s dengan peraturan pcrundang—undangan f R

fPenzman Paralel adalah penyelenggaraan ' penzman ya.ng"":: e
-+ diberikan: kepada pe‘aku usaha yang dilakukan ‘mencakup lebih -
5_j'_ dan satu _]ems izin yang dlproses secara terpadu dan bersamaan



18: Prosedur adalah langkah langkah maupun tahapan mekamsmef'

yang  harus “diikuti- " cleh’. séluruh: unit .organisasi- -untuk - '

o - chtetapkan

- mencapai  hasil; kelj]a yang telah dltentukan dalam Standar'
"-Operasmnal Prosedur ' _ _ S .

"__-j"melaksanakan kegxatan sesuai dengan kcbgakan yang telah '. -

. - Kegxatan adalah penjabaran dan f\.mgs& dan rincian tugas untuk' N

). Standar Operasxonai Prosedur yang seianjutnya chsebut SOP o

" adalah. ‘pedoman atau acuan untuk. melaksanakan tugas

" .-:;peker_r,aan sesuai - dengan fungsi ‘dan alat penilajan .. kmer;a’

.~ .instansi- ' pemerintah berdasarkan = indikator-indikator  teknis =

_-kezj;a dan szstem ke::;a pada umt orgamsasz yang bersangkutan

o1. E'--Izm. tetangga atau hngkungan - adalah pemyataan tidalk

-+ administrasi dan prosedural sesuai’ dengan tata kerja,. prosedur -

T :berkeberatan dari pemilik tanah atau bangunan yang berbatasan - g

i langsung maupun tidak langsung dengan lokasi usaha dan jalan .

GEe masuk atau’ keluar untuk kepentingan kegiatan yang dlmohonf'-__:j'_"r* :

I dengan radlus sesuai dengan ketentuan yang berlalku.

Surat Ketetapan Retnbu51 Daerah ya.ng selanlutnya d1smgkat  '

o :f ‘; _]umla.h rctrlbu81 yang terhutang

"' 'dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya- e

L 23, Retnbu81 adalah pungutan daerah sebagaJ pembayaran atas J asa
- atau pembenan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau., . . -
" diberikan oleh - Pcmermtah Daerah untuk kepentmgan orang-'.-_f :

o prlbadl atau badan

. '5'Pemenksaan adalah serangkalan keglatan untuk mencan,

" mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, SO

/ dalam: rangka pengawasan kepatuhan ‘pemenuhan. kewa_uban_

: -[."penzman berdasarkan pcraturan perundang—undangan yang. -

- . : I_ ~ ‘berlaku.

 .‘} ."Penehtlan adalah serangkalan keglatan yang dJlakukan untuk:""'. "
- -menilai ke‘engkapan pengisian -.surat pember*tahuan atau

g0 tentang kebenaran penuhsan dan perhltungannya

i o penzman dan non penzman

Badan Usa.ha adalah suatu bentuk usaha ya.ng mehpuu m1]1k7'
"+ negara, .perseroan - terbatas, perseroan ‘komanditer, perseroan .

o permohonan dan .lampiran- lamplrannya termasuk penllauan

26. --:-'Pengaduan Masyarakat adalah Iaporan darz masya.rakat mengenal _
) ‘.;:.adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan o

| lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan- L

o benmk usaha tetap serta bentuk badan usaha 1amnya

" bentuk  apapun, persekutuan, perkmnpulan, firma, .-kongsi,.
kopera31 atau . organisasi yang sejenis, lembaga dana pensmn,f-_



©

Hk‘:-‘- H e o sb‘pu oo p

8. Standar Pelayanan annal yang. selan_]utnya dlSmgkat SPM” o
& .adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang ...

... merupakan urusan wajib daerah yang bcrhak dlperoleh setlap_,_-
.‘;j_-WaIga secara rmmmal ‘ _ . T

o maBu . TR
'STANDARD PELAYANAN MINIMAL ‘
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN |

Pasal 2

f-Perlzman yang dllayanl oleh KPMPPT terdm dan

Izin Tempat Usaha;
. lzin Undang-Unuang Gangguan(HO), :
"Izin Usaha Perdagangan : K
-Izin Usaha Industn ‘

Izin Reklame; - _ B

1zin Usaha Jasa Konstruk31

Izin Bengkel; -
. Izin Pendirian. SPBU/ APMS;
Izin Perluasan
Izin Pr1ns1p (Usaha Industrl Kecﬂ\
. Izin Apotik;

Izm Toko Obat

Non Penzman yang ddayam oIeh KPMPPT terdiri dan

~a. Tanda Daftar Gudang,

b Tanda Daftar Industri;

c TandaDaftarPerusahaan o

- © -

PENERAPAN D_AN PELAKSANAAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL S

@

3 SPM dﬂaksanakan terhadap pelayanan  perizinan - - dan
L nonpenzman yang secara rinci dilengkapi dengan dasar hukum, -
_ persyaratan, mekanisme dan" lamanya ~waktu proses sejak
-+ diterimanya permohonan lengkap hingga selesai sebagalmana' L
T tercantum dalam Lamplran Peraturan Bupatl ini. ‘ '

'-'Dalam pelaksanaan pelayanan penzman dan nonpenzman dapat IR

‘ :_dlkenakan retribusi  'sesuai = dengan peraturan. perundang- - .

S undangan yang berlalm dan dltetapkan dengan Peraturan PR
- Daerah. | S ‘ : i

© BaBm |
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

o Pasa.l 3

(1) ' Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dlmformasman"’iﬁ'i_ L
. kepada. masyarakat sesual dengan peraturan perundang-'f; P

_undangan

=Penerapan SPM dmformasﬂcan kepada masyarakat sesual dengan : =
peraturan pemndang-undangan B e :




- {3) Dalam upaya pencapaian SPM, KPMPPT dapat bekerjasama
: - dengan pihak ketiga atau lembaga swasta sesuai dengan variabel
.~ dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan .
- Keputusan ini. |

{4} Untuk menjadi acuan Indikator SPM, KPMPPT sebagai pengelola
. pelayanan perizinan dan non perizinan membuat laporan
pelaksanaannya setiap 6 {enam) bulan kepada Bupati Kapuas
'Hulu melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atau

- sesuai dengan kebutuhan. | ._ '

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1} Pada saat Peraturan Bupati ini- berlaku, KPMPPT berkewajiban
melaksanakan SPM pelayanan perizinan dan nonperizinan
dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. ' ' : o

(2) Dalam 1 (satu) kegiatan wusaha dapat -diajukail 2 (dua)
permohonan perizinan/nonperizinan atau lebih yang berkaitan
satu dengan lainnya dalam waktu bersamaan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hula,

Ditetapkan di Putussibau
nada tanggal 22 September 2014

alinan Sesuai dengan aslinya
gyMa Bagian Hukum ‘

Rosiin, §H..M.SI
./ Pombina TR
;. 9[3_71}95 189803 2 0tn

NOMOR



SRR LAMPIRAN PERA’I‘URAN BUPATI KAPUAS HULU
v NOMOR': 34 TAHUN 2014 ' '
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA KAN’_I_'OR PENANAMAN MODAL DAN
E PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 B - S _

*’.__-"'NOMOR..:'-. VARIABEL ——— INDIKATOR T T T TOLOR URUR

N 2 3 — , 3

1. JENIS~JENIS- . {Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non 1. "Izm Tempat Usaha; = .
- LAYANAN -+ -l perizinan yang telah dilimpahkan sesuai 'dengan Izin Undang~Undang Gangguan
e . B Peraturan B'Llpatl Kapuas Hulu Nomar 24 'I‘ahun ' (UUG),
' 2012 - - : Izin Usaha Perdagangan,
Izin Usaha Industri; - :
- 1zin Reklame; o
Izin Usaha Jasa Konstruken, -
Izin Apotik; - _ |
~Izin Toko Obat; =
BN Izin Bengkel;
' [10. '1zin Pendirian SPBU/APMS, -
|11, Izin Perluasan : -
o 112,-1zin Pr1n31p (Usaha Industri
i ] . Kecil); : S
'113. Tanda Daftar Perusahaan
14.  Tanda Daftar Gudang; .

. [

‘:090.‘79‘9‘:“99 N

15.  Tanda Daftar Industri.




2

- .

.- [PERSYARATAN = | 1. Persyaratan Administratif, yaitu dokumen yang [Persyaratan yarig diminta minimal 6,
LT | . digunakan untuk mengetahui identitas pemohon, lyang terdiri dari 2 yang terkait dengan'
- status legal dan tidaknya kegiatan usaha dan hak [identitas - pernohon, F
- '| atas tempat usaha yang digunakan, misalnya menunjukk_an . jenis  usaha, 1
|- KTP, Kartu Keluarga, Pas Photo, NPWP; Akta menunjukkan status = penguasaan |
- Pendman Perusahaan/Akta Perubahan, 'Bukti tanah, 1 berupa bukti pembayaran | =
“ Penguasaan Tanah, Lunas PBB tahun terakhir, PBB tahun terakhir dan rekomendas1 L
‘Keputusan Pengesahan/Persetujuan Perubahan dari Lurah/ Kades yang diketahui|
.- Anggaran Dasar Badan Hukum dari Kementerian Camat. _
" Hukum dan HAM atau pengantar dari Notaris ke
..Menteri Hukum dan HAM atau bukti Transfer-
Pembayaran Biaya Administrasi Penyesueuan ke
| . Kementerian Hukum dan HAM. 1 L R o
2. Persyaratan -Teknis, yaitu dokumen yang [Persyaratan yang diminta disesuaikan |-
- digunakan untuk menilai aspek teknis yang dengan jenis usaha dan kebutuhan
- terkait dengan kegiatan usaha, misalnya Surat fteknis serta untuk pengendahan"
- Perjanjian Kerja, Uraian Garls ‘Besar Proyek, _penzman : :
‘| - Gambar/Sketsa Proyek, - = Gambar/Sketsa |- ¢ .
~ Tanah/Lokasi, Gambar Rencana Bangunan,
. Gambar -Situasi Bangunan dan - Site Plan, |
Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/Peralatan
. dan: Perlengkapan Bangunan Industri, Surat|
‘Persetujuan dari Tetangga, Surat Kesanggupan
= R -Pernbebasan Tanah AMDAL, UPL UKL dan SPPL. |
. JANGKA WAKTU ' ' - 2 [

A, Tzin Tempat

Usaha (ITU)

LN SECY N

Pcmcrlksaaan kelengkapan berkas

Proses pengolahan Izin Tempat Usaha (ITU]
Proses pemeriksaan dan pemarapan oleh
~ Kepala Seksi Pelayanan Permnan t
Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

© |l. - Penyelesaian izin ‘maksimal 3 e

(Tiga) hari kerja

2. . Syarat lengkap.

B kepala Kantor berada di tempat

\

yang'_"_' "
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= :‘:Terpadu T - P

- Register Dokumen Izin Tempat Usaha (SITU)
- 'Pemberitahuan’ Izin Tempat Usaha telah selesax’
. kepada pemohon . - ¢ . '
.. ».Penyerahan kepada pemohon

Undang

B _'.B Izln Undang— .

Gangguan (-I.'JPUG)' _. 1

Y e R I

.+ Pemohon ' meminta 1nforma31 tentang . Izin
i—_'”;;Unda.ng-Undang Gangguan (UUG) ke Ioket
_‘informasi " -

{ 2. Pemohon menglsl forrnuhr permohonan dan_
. melengkapi persyaratan : s
. Petugas . memeriksa kelengkapan berkas
" apabila ' lengkap pemohon menerima = resi|
. penerimaan bérkas dan berkas dilanjutkan ke

w%wwr

i Penyelcsa_lan izin rnaks1rnal 12 e

- (Dua Belas) hari kerJa '

.- Syarat lengkap. - SR

- Kepala Kantor bcrada di tempat

- Tinjau lapangan- '

- Rekomendam dar1 tun teknls o

- bagian proses. dan apabila berkas tidak

" lengkap akan dlkembahkan ke. pemohon .
.. Bagian. proses  mempelajari: bcrkas, JlkaL e
~-.;" diperlukan pembahasan tim teknis maka aken |
.} - dibuat surat undangan atau melalui telpon dan_ R

“ hasil ‘dari pembahasan akan . ditentukan ..

" "pemeriksaan ~ lapangan = dan d1buatkan'
- rekomendasi dari tim teknis
;" Rekomendasi tim teknis diizinkan atau dltolak "
."apabila diizinkan berkas -akan . diproses lebih | =7
. lanjut dan apabila ditolak berkas d1kembal1kan- o
-~ ke - - pemohon- dengan surat penolakan atau
‘melalui telpon— -

Proses  pengolahan Izm Undang-Undang o
_'_Gangguan (UUG) . o o0 !
. Proses pemeriksaan dan’ pemarapan _ oleh o
" Kepala Seksi Pelayanan Perizinan .. T

._‘3

':'Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor




-3

| ..9;

“Penanaman Modal ‘dan Pelayanan Perizinan| 7

Terpadn

‘Register Dbktimen Undang~Undang Gangguan S

- ([UUG)

10 Pemberltahuan Izin Undanngndang Gangguan

(UUG) telah selesai kepada pemohon _

I B T : 11 -Penyerahan kepada pemohon o : TCTIIRR O
. CoIzin Usaha - ++|’1:.  Pemeriksaaan kelengkapan berkas _ S Penyelesalan izin maks1mal 3 R
. |.. Perdagangan 2. Proses. pengolahan Izin Usaha Perdagangan . - (Tiga) hari kerja .~ S

R (1P AR | 2. Syarat lengkap. . "
3. Proses pemeriksaan dan pemarapan oIeh 3. hepala Kantor berada di tempat
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan - .
| 4. -~ Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor o
" ‘Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzman”
" Terpadu .
5. Register Dokumen Izln Usaha Perdagangan _
1 aup) ‘
6. Pemberitahuan Izm Usaha Perdagangan (IUP)_ :
|+ telah selesai kepada pemohon - -
: 7. Penyerahan kepada pemohon . = ‘ = o
D. 1zin Usaha 1 1. Pemohon meminta informasi: tentang Izm Usaha 1. Penyelesaian izin maksunal 6 L
1. Industri - ' Industri ke loket informasi: . © ‘(Enam) hari kerja o
S |2. ' Pemohon mengisi - forrnullr permohonan dan 2. Syaratlengkap. = U
. melengkapi persyaratan .13, Kepala Kantor berada d1 tempat
3. Petugas memeriksa kelengkapan "berkas, 4. - Tinjau lapangan
ffffffff  — —— o —‘apabila - lengkap --pemohon menerima resi (5. . Rekomendasi dari tim teknis. B
, penerimaan berkas dan berkas dilanjutkan ke ' ] L
. bagian proses = dan apabila berkas tidak
| lengkap akan d1kembahkan ke pemohon i
. .4_ "Bagian proses = mempelajari  berkas, jika |

dlperlukan pembahasan t1m tekms maka akan S
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d1buat surat undangan atau melahn telpon dan.
- hasil - dari- pembahasan akan - ditentukan

- pemenksaan ~ lapangan dan d1buatkan

- rekomendasi dari tim teknis -~ .- 1
Rekomendasi tim teknis duzmkan atau ditolak,

. apabila diizinkan berkas akan’ diproses lebih
- lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan
“'ke * pemohon . dengan . surat penolakan atau
- melalui telpon - - :
. 'Proses’ pengolahan Izin Usaha Industn (IUI) :

- ‘Proses . pemeriksaan dan.. pemarapan oleh.

.- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan - pe '
. - Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor
~ Penanaman 'Modal dan Pelayanan Per:lzman

Terpadu .
Register Dokumen Izin: Usaha Industri (TuI)

Pemberitahuan Izin Usaha Industn (IUI) telah E

selesai kepada pemohon -

. Penyerahan kepada pemohon-

. Tin Reklame

. = ‘Pemohon  “meminta - informasi - ten’tang : Iz'in
- Reklame ke loket mformam AR
. Pemohon ‘mengisi- formulir. permohonan dan
. melengkapl persyaratan -
;. Petugas ‘memeriksa kelengkapan berkas
. apabila lengkap pemohon " menerima rem
'~ penerimaan-berkas dan-berkas dilanjutkan ke

bagian . proses ~ dan apabila  berkas tidak

- lengkap akan d1kemba11kan ke pemohon
- Bagian = proses mempelajari - berkas, jika |-

- dlperlukan pembahasan tim teknis maka'akan

.m:p._c'gw"

: Penyelesalan “izin maks1mal
: _'(’I‘ujuh) hari kerja } I
. Syaratlengkap. - .0 |0
~ Kepala Kantor berada ch tempat B
- Tinjau laparnigan ' i
. Rekomenda31 dan tlrn tekrus _

- dlbuat surat undangan atau me1a1u1 telpon dan
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'has1l dan pembahasan akan d1tentukan
:.___:pemerlksaan lapangan - dan dlbuatkan'
- rekomendasi dari tim teknis L

. . Rekomendasitim teknis diizinkan- atau ditolak,
apabila diizinkan . berkas ‘akan diproses lebih

lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan

ke’ pemohon dengan surat penolakan atau
- melalui telpon ,

_ dlperlukan pembahasan tim teknis maka akan|
' dibuat surat undangan atau melalui telpon dan'| *

N - Proses pengolahan Izm Reklame R
| 7. Proses pemeriksaan -dan pemarapan oleh
 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan . : .
'| 8. Penandatanganan - izin . -oleh’ ~Kepala - Kantor* S
|-+ Penanaman . Modal dan Pelayanan Perlzman L
o Terpadu - : e
9. Register Dokumen Izin Reklame o
10. Pemberitahuan Izin Reklarne, telah selesai
1" . kepada pemohon = S SR
11. Penyerahan kepada pemohon , : '
IF. Izin Usaha Jasa - | 1. = Pemohon meminta informasi tentang Izin Usaha 1. ,Penyelesman izin rnaksunal 10
Konstruk31 - Jasa Konstruksi (IUJK) ke loket informasi’ | {Sepuluh) hari kerja |
S 2. Pemohon mengisi formuhr permohonan dan'2. Syarat lengkap. -
| melengkapi persyaratan .~ - 13. ~ Kepala Kantor berada d1 tempat
3. ‘Petugas . memeriksa kclengkapan berkas, 4. Tinjau lapangan -
o apablla _ lengkap pemohon menerima - resi|5.- Rekomendam dari t1m tekms
" penerimaan berkas dan berkas dilanjutkan ke |
S ‘|~ bagian proses -dan apabila‘ berkas tidak B
E% lengkap akan dikembalikan ke pemohon -
4,  Bagian = proses mempela_]an berkas, 31ka,‘

hasil . dari pembahasan akan dltentukan '
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.pemenksaan . lapangan " dan dlbuatkan
‘. rekomendasi dari tim tekms S :
_ Rekomendasi tim teknis diizinkan atau dltolak

apabila’ diizinkan  berkas akan diproses lebih

" lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan
oo ke pemchon -dengan surat penolakan ‘atau

melalui telpon

." Proses pengolahan Izm Usaha Jasa Konstmk31

(IUJK)

- Proses . pemerlksaan dan pemarapan oleh

Kepala Seks1 Pelayanan Perizinan - . .

_ .:.Penandatanganan izin oleh  Kepala: Kantor
- Penanaman -Modal - dan_ Pelayanan Perlzman
Terpadu <~ o
.~ Register- Dokumen Izm Usaha Jasa Konstruk51 ' '
 {IUJK) - ¥
._-Pembentahuan Izm Usaha Jasa Konstruken '
- {IUJK) telah selesai kepada pemohon_
. Penyerahan kepada pemohon = . o

B EmApotk

- Pemohon meminta _1nformas1 tentang Izm Apotlk_
" ke loket informasi -

Pemohon mengisi. formuhr permohonan dan

. melengkapi persyaratan- -

Petugas memeriksa kelengkapan berkas,

=apablla lengkap pemohon - menerima-  resi
“-penerimaan berkas dan-berkas d1lan_|utkan ke
- bagian - proses. - dan . apabila  berkas tidak |-
. "lengkap akan dlkcmbahkan ke pemohon - |
.. Bagian- proses . mempelajari - berkas, Jlkaf

" diperlukan pembahasan tim teknis maka akan'

.U‘:F*S*’TO '

Penyclesalan izin mak31mal 10
- “(Sepuluh) hari kerja

‘Syarat lengkap. :
Kepala Kantor berada d1 tempat

- Tinjau lapangan -
- Rekomendasi dari tim teknis .-

: d1buat surat undangan atau melalm telpon dan
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1

hasil . dari - pembahasan akan d1tentukan' o
- -pemeriksaan- ~ lapangan dan dlbuatkan o
" rekomendasi dari tim tekms SR
- Rekomendasi tim teknis diizinkan atau dltolak
- apabila’ diizinkan: berkas ‘akan “diproses lebih
lanjut dan apablla dltolak berkas d1kemba11kan
. 'ke .pemohon .. dengan surat penolakan atau
~“'melalui telpon”. -
- Proses. pengolahan Tzin Apot1k i
. 'Proses’ - pemeriksaan dan:: pemarapan oleh-
- 'Kepala Seksi| Pelayanan Perlzlnan ' . :
. Penandatanganan izin oleh Kepala Kantor | .
- Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | -
- Terpadu - _
. .~ Register: Dokumen Izm Apotlk ‘
.. Pemberitahuan . Izm Apotlk telah selesau kepada .
: -pemohon ' _
. ‘Penyerahan kepada. pernohon

" H. Izin Toko Obat

,baglan proses ~dan— apablla berkas  tidak

Pemohon meminta informasi tentang Izm Toko

Obat ke loket informasi .

- Pemohon . mengisi - formullr permohonan dan
- melengkapi persyaratan |

“Petugas memeriksa kelengkapan . berkas,
'apablla lengkap  pemohon menerima  resi

penerimaan - berkas dan berkas dilanjutkan ke

lengkap akan d1kembahkan ke pemohon

- Bagian. proses mempelajari  berkas, - jika o
.+ diperlukan pembahasan tim teknis maka akan| .
- dibuat surat undangan atau melalui telpon dan

sn.#.wso

Peny eleseuan izin maksunal 10

~_ (Sepuluh) harj ker_]a

~ Syarat lengkap. - :

. Kepala Kantor berada d1 tempat
“Tinjau lapangan

. Rekomendasi dan tim tekms

f hasﬂ dan pembahasan : akan dltentukan
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: pemerl.ksaan . lapangan , dan dlbuatkan
" rekomendasi dari tim teknis '

Rekomenda31 tim teknis diizinkan atau dltolak

" apabila’ diizinkan berkas akan diproses lebih
lanjut ‘dan apabila ditolak berkas dikembalikan
ke, pemohon dengan surat penolakan atau |
““melalui telpon L
. -."Proses:pengolahan Izm Toko Obat I
... Proses . pemeriksaan dan pemarapan oleh el
. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan . _
:-..Penandatanganan - ‘izin -oleh Kepaia Kantor- =
':Penanaman Modal dan Pelayanan Penzman
~ Terpadu, - i

Register Dokumen Izm Toko Obat -
Pemberitahuan Izin Toko Obat telah selesai
kepada pemohon .
Penyerahan kepada pemohon

_ _'Iéin' Pendirian -
 SPBU/APMS

.~ ~Pemohon = meminta . informasi tentang Izin
" 'Pendirian SPBU / APMS ke loket informasi.

.- Pemohon ~mengisi formulir. permohonan dan
. melengkapi persyaratan '

.~ Petugas - memeriksa - kelengkapan berkas,

apablla ‘lengkap ‘. pemohon menerima  resi|

~..penerimaan berkas dan berkas chlanjutkan ke

*~“bagian’- proses*. dan - apabila berkas tldak
- lengkap-akan dlkembahkan ke pemohon

Bagian- proses . mempelajari berkas, jika
dlperlukan pembahasan tim teknis maka akan

- dibuat surat undangan atau melalui telpen dan
hasil - dari. pembahasan akan - ditentukan

W

" Penyelesaian izin maksimal 12| . .
* {Pua Belas) han kerja ..

Syarat lengkap.

. - .. Kepala Kantor berada d1 tempat
S Rekomendam dan Pertamlna S

: pemenksaan lapangan dan - dibuatkan




-3

rekomendas1 dan tim tekms

Rekomendasi tim- tekms diizinkan atau dltolak |
apabila diizinkan berkas akan diproses lebih|
- lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan

ke pemohon  dengan surat penolakan atau
melalui telpon

.~ Proses pengolahan Izin. Pendxrlan SPBU/ APMS | -
‘Proses ' pemeriksaan dan pemarapan oleh '

~ Kepala Seksi Pelayanan Perizinan . w .
.. Penandatanganan izin ' oleh : Kepala Kantor |
‘Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzman- o
- Tetpadu - R e

.. Register Dokumen Izin Pend1r1an SPBU / APMS

.. Pemberitahuan Izin Pendirian SPBU/APMS

telah selesai kepada pemohon

. Penyerahan kepada pemohon__

. Izi;;_ Perluasan =

.- Pemohon = meminta informasi ~tentang Izin
‘Perluasan ke loket informasi 7
.~ Pemohon mengisi formulir . permohonan dan

melengkapi persyaratan -
Petugas  memeriksa . kelengkapan berkas,

. -apabila lengkap pemohon .menerima_ resi

‘penerimaan berkas dan berkas dllanjutkan ke
- bagian "proses = dan  apabila  berkas tidak |
- lengkap akan dikembalikan ke pemohon '
Bagian -proses— mempelajari- - berkas, . _]1ka

diperlukan pembahasan tim.teknis maka akan

dibuat surat undangan atau melalui telpon dan

 hasil dari = pembahasan akan ditentukan

pemeriksaan  lapangan * dan  dibuatkan

..4=s»s°'

Penyelesaian . izin. maksunai 6
' (Enam) hari kerja -
‘Syarat lengkap.

Kepala Kantor bcradé di tempat :
Perluasan diatas 30% - -

i rekomendas1 darl t1m tekms o
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-. Rekomendasx tim tekms diizinkan atau ditolak,
- apabila diizinkan berkas akan diproses lebih |

~ lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan

Register Dokumen Izm Perluasan T
. Pemberitahuan Izin Perluasan
" kepada pemohon
. Penyerahan kepada pemohon

ke pemohon dengan surat - penolakan atau

- melalui telpon -
" Proses pengolahan Izin Perluasan : -
Proses pemeriksaan' dan pcmarapan oleh
" Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
.- 'Penandatanganan - izin = oleh . Kepala
- Penanaman Modal dan Pelayanan Penzman

Terpadu

‘telah selesai | -

| K Izin Prinsip

. Kecil) -

(Usaha Industri

- Pemohon meminta

informasi - tentang

. Prinsip ke loket informasi

. :;_Pemohon mengisi. formulir pcrmohonan dan
- melengkapi persyaratan '

Petugas
‘apabila .

bcrkas,
resi

memeriksa, - kelengkapan
lengkap pemohon menerima

~penerimaan berkas dan berkas dilanjutkan ke

~"'bagian - proses "

. Bagian proses
-diperlukan pembahasan tim teknis maka akan

'_pcmcnksaan " |
rekomendasi dari tim teknis :
JRekomendam t1m teknis duzmkan atau dltolak

lengkap akan dikembalikan ke pemohon
mempelajari  berkas, jika
dibuat surat undangan atau melalui telpon dan
hasil’ ‘dari pembahasan akan ditentukan
lapangan . dan  dibuatkan

Izin:

dan apabila berkas . tidak

:Mw"

o

Pehyelesajan izin maksxmal '7 )
(Tujuh) hari kerja g
Syarat lengkap.

. Kepala Kantor berada d1 tempat

Peusahaan yang mehkukan'

- usaha di bidang industri
- Perusahaan industri dan. proses :
- produksinya tidak merusak dan’j .~

membahayakan lingkungan |
Perusahaan industri yang tidak|

- menggunakan sumber daya alam | .

berlebihan dan tidak berloka51
dlkawasan industri '
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apabila diizinkan berkas akan diproses lebih |

~ lanjut dan apabila ditolak berkas dikembalikan

ke pemohon- dengan surat penolakan atau
melalui telpon S

—~ Kepala Seksi Pelayanan Perizinan ™
Penandatanganan . Dokumen ' - oleh Kepala

Kantor Penanama.n_ Modal dan Pelayanan

~ Perizinan Terpadu

Register Dokumen Tanda Daftar Perusahaan
Pembentahuan Surat Tanda Daftar Perusahaan

' Proses pengolahan Izin Prm31p _
7. Proses. pemeriksaan dan’ pemarapan - oleh
|7 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan - |
8.  Penandatanganan izin oleh  Kepala Kantor '
+ Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzznan;
.~ Terpadu | \
9, . Register Dokumen Izin Pr1n31p ‘
10. Pemberitahuan Izm Prmmp telah selesal
~ kepada pemohon - ‘ -
o ' 11. Penyerahan kepada pemohon o o
L. Tanda Daftar 1. Pemohon meminta informasi tentang Tanda Penyelesaian izin maksimat 3
Perusahaan - |+ Daftar Perusahaan ke loket informasi - {Tiga) hari kerja
R 2, Pemohon mengisi formulir permohonan dan 2. ' Syarat lengkap.
- melengkapi persyaratan | . . Kepala Kantor berada d1 tempat
.| 8. Petugas memeriksa = kelengkapan berkas, | : , .
- apabila lengkap pemohon menerima resi
. penerimaan berkas dan. berkas dilanjutkan ke
bagian ‘proses  dan  apabila  berkas tidak
- lengkap akan dikembalikan ke pemohon - =
4,. Proses pengolahan Tanda Daftar Perusahaan o
5. Proses pemeriksaan dan pemarapan oleh|
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. telah seleseu kepada pemohon
.~ Penyerahan kepada pemohon

[ M. Tanda Daftar. .|

@ o

- Pemohon meminta  informasi- tentang Tanda
.- Daftar Gudang. ke loket informasi -

: Pemohon - mengisi formuhr permohonan dan'
melengkap1 persyaratan :

& 'Petugas . memeriksa kelengkapan berkas,_
:-:_-‘--.“apabﬂa ‘lengkap = pemohon  -menerima - resi
. penerimaan berkas dan berkas dllanjutkan ke
" bagian proses : - dan  apabila - berkas" tldak
© " lengkap akan. d1kemba11kan ke pemohon PP
. Bagian - proses ~mempelajari berkas; _]lka__
| '_-."_:dlperlukan pembahasan tim teknis. maka akan’ S
*'dibuat surat undangan atau melalui telpon dan |

_,'U‘"‘..AW-P

-Penyelesalan “izin - mak51mal 6 o
" _(Enam) hari kerja" o
' Syarat lengkap. - 7 - o
. Kepala Kantor beracla d1 tempat ANEET
. Tinjau lapangan . -

DL _Rekomendam dar1 t1m tckms

“hasil - dari pembahasan ‘akan’ -ditentukan| .

o '--_'-'-:-E---.'-'pemerlksaan lapangan dan dlbuatkan
- rekomendasi dari tim teknis .

. ' Rekomendasi tim-teknis diizinkan atau dltolak
- apabila diizinkan berkas akan diproses lebih| S
- lanjut dan’ apablla dltolak berkas d:kembahkan B

.- ke 'pemchon dengan surat penolarcan atau

-’_"-'-'_'f_melalm telpon - :

" Proses pengolahan Tanda Daftar Gudang B
. . Proses . ‘pemeriksaan - dan .. pemarapan oleh

‘' Kepala Seksi Pelayanan Perizinan = . :
-~ Penandatanganan Dokumen oleh Kepala. Kantor
- Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzman
S Terpadu- . '
.~ Register Dokumen Ta.nda Daftar Gudang

. Pemberitahuan-Dokurnen Tanda Daftar Gudang

telah selesa1 kepada pemohon




| 11 Penyerahan kepada pemohon

Industn

| : N Tanda Daftar

1’1, 'Pemohon . meminta . informasi tentang Tanda

-~ Daftar Industn ke loket informasi

2 Pemohon meng131 formulir’ permohonaﬁ dan

melengkapi persyaratan

3. - Petugas - .memeriksa kélengkapan | berkas,‘ |

apabﬂa lengkap pemohon menerima resi

Penyelesalan -izin - mak51mal 3

' (Tiga) hari kerja . N

Syarat lengkap.

) B.epala Kantor berada d1 tempat

5 penerimaan berkas dan berkas dilanjutkan ke | -

- bagian - proses
- lengkap akan d1kemba11kan ke pemohon

Lo 74:-". Proses Pengolahan Tanda Daftar Industri | N
| 5. Proses ' pemeriksaan .dan - Pemarapan Olehi

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan -

= 6. Penandatanganan. Dokurnen oleh Kepala Kantor
. Penanaman Modal dan Pe:layanan Penzman

~ Terpadu .
7. Register Dokumen Tanda Daftar Industrl

'dan  apabila berkas tidak

8. Pemberitahuan Dokumen Tanda Daftar Indﬁstﬁ o

telah selesai kepada pemohon

9. Penyerahan kepada pemohon

[ 4. KETERSEDIAAN
. INFORMASI = .

Penyediaan informasi ‘tentang mekanisme proses

.| pelayanan perizinan ‘dan: non perizinan, informasi
- Jangka waktu penyelesaian permohonan, informasi
. jenis perizinan dan nonperizinan, informasi biaya |

.| pengurusan perizinan dan nonperizinan,  informasi
' motto pelayanan dan 1nforma51 Ja_t'ljl pelayanan

Tersed1anya papan 1nforma81 dan‘, f

~ brosurdiruangtunggu .
A'Tersedmnya Surat Kabar dan

Majalah

Tersedianya petugas informasi B
Tersedianya kotak pengaduan o
masyarakat . . -

.75 PROSEDUR
. PERIZINAN

1 Pencanan

Informasa g dan
Permohornan : :

_ _Penenmaan 1

‘Suasana. ruang tunggu rap1 dan

hersih.
Tersedia loket layanan 1nforma31
permohonan,

: penerlmaa.n :
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tentang - jenis layanari' biaya,

waktu penyelesaian - serta surat__ S

kabar dan televisi.

5. Tersedia buku penenmaan'_'
i , o ‘ : dokumen. | '
{2: “Pemrosesan Permohonan [1. | Tersedia ruang pemrosesan _
' : ' 2.  Tersedia ketentuan yang Jelas
: dan transparan.:
8. . Tersedia SDM yang kompeten
4. Pembahasan diikuti oleh pegawa1

~ yang berkompeten dengan

kualifikasi yang dibutuhkan dan

- berwenang baik dari KPMPPT
- Thaupun darl SKPD terkait- (Tim
~ Teknis) _]lka o dlperlukan

pertxmbangan

_penyerahan : dokumen dan ..
: penerlrnaan pengaduan R
~Tersedia- papan 1nformaS1 dan’|"
dokumen-dokumen - tertulis |

. - Tersedia meja dan “kursi - untuk_: o
-pengisian formulir permohonan.

Tersedia format izin dan Surat=

- yang berlaku baku, siap isi dan|

mudah diakses oleh petugas.’

Tersedia - petugas ~ dengan|
- kompetensi-teknis yang memadai
.dalam’ membuat dokumen dan
- mengadministrasikan izin yang

telah ditandatangani. -

| 3. Pembayaran Retribusi

Pembayaran dapat dﬂakukan pada .. ,. '-



R e Bendahara Penenmaan Umum atau AR N
B : Bank. . :
| 4. Penandatanganan .. IR L (I enandatanganan dllakukan oleh T
- ST SR R epala Kantor Penanaman Modal dan | = .
elayanan ~ Perizinan Terpadu S
. : A : Kabupaten Kapuas Hulu.
R N ST 15, Penyerahan Dokumen. - " .~ [Tersedia loket pengambﬂan dokumen
6. PPELAYANAN b e e e 1L Satua ~Permohonan dapat
 PPERIZINAN. DAN | ol _ R B dlgunakan untuk beberapa izin
NONPERIZINAN o o | dannon izin yang diperlukan. | .- .-
PARALEL | o - B Satu kali pembahasan dan| =
ETSRS T T P S e ‘ CoO Rl °1-  peninjauan - lapangan untuk "o
memproses berbagai macam izin|.
dan non izin yang berkaitan. *
3. Waktu penyelesaian izin dan non |
izin yang diproses secara paralel '
‘maksimal 12 hari. :
Ramah
Peduli :
Komunikatif
Rapi '
Sopan _
Sederhana A
. - Sigap dalam melaksanakan tugas SETTRNE R
SR P PR S 2 ‘ : S Mampu memberikan pelayanan| .
e - 7;_ o] e : S anenetl I R S TR LT u sesuai dengan bidang tugasnya L
R 8. SARANA DAN | 1. Tempat Pelayanan == = . - |l.. Tersedia . ruang tunggu bersﬂ\j'_'. S
O UPRASARANA L et - dan nyaman - e
- PELAYANAN - . SR PR Tt .. R, Tersedia tempat parklr rnemadau
E T R R e 13, . Area . pelayanan ' dlbedakan SRR
.denj{an area pemrosesan S

7. PETUGAS - |1. Sikep
PELAYANAN i

12. Penampilan.

S ISR S [N Sl

3. Kecakapan -




e

B Loka51 mudah dlakses i- ol_el"_l_:

¢ “'masyarakat

. 2; .T.Tatél' Letak

Penataan tata ru.ang sesuai dengan
alur penzman -gerta membedakan

emrosesan (back office) -

lantara area publik’ dengan ' mang -

3 Ketersedlaan Dtsplay lnformaSI terkaut pclelIlan 1... Papan informasi tentang jenis
' dan nonpenzman o :

. layanan, prosedur, b:aya dan
~o| 0 waktu persyaratan - '

2. Brosur-brosur tentang penzman
dan nonperizinan

B Papan petunjukj hlmbéuan

BUPATI_.KAPUA'S HULU,

A.M. NASIR -



